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KATA PENGANTAR 

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-

2026 dengan maksud memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur 

mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi 

pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi dalam 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi.  Laporan ini disusun 

berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur  Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 

Instansi Pemerintah.   

Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Tahun 2021 - 2026 ini dapat digunakan 

sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, 

menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen 

penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta 

melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen 

perencanaan.  

  

  

Benteng, 10 Januari 2022   

Kepala Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan, 

 

  

Ir. I S M A I L 

Pangkat : Pembina Utama Muda 

NIP. 196305261995031004 
 



 
ii 

DAFTAR ISI 

  
  

Halaman  

  

KATA PENGANTAR............................................................   i  

DAFTAR ISI.......................................................................  ii  

DAFTAR TABEL.................................................................  iii 

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………..  iv 

BAB I PENDAHULUAN  .....................................................  1   

A.  Latar Belakang ............................................................ 1   

B.  Maksud dan Tujuan .................................................... 2   

C.  Landasan Hukum Penyusunan ................................... 3  

BAB II INDIKATOR KINERJA ............................................    11  

BAB III VISI DAN MISI ...................................................... 15  

BAB IV PENETAPAN INDIKATOR KINERJA     ................... 18 

BAB V PENUTUP   ............................................................... 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iii 

DAFTAR TABEL 

 

         Halaman 

Tabel 1.  Target Indikator Kinerja (IKS/IKU)…………….. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iv 

DAFTAR GAMBAR 

 

         Halaman  

    

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan  

Selayar …………………………………………….  17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 

BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang   

Kebijakan umum pemerintah mengacu kepada pembangunan 

yang good governance, dimana dalam menjalankan pemerintahan 

berorientasi kepada hasil (result oriented government). Pelaksanaan 

pemerintahan berupaya untuk menghasilkan output dan outcome 

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Output adalah hasil 

langsung dari program-program atau kegiatan-kegiatan yang 

dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa 

pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan outcome adalah 

berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga 

memberikan manfaat bagi masyarakat. Output dan Outcome inilah 

yang selayaknya dipandang sebagai kinerja. Bukan kemampuan 

menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun 

demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai 

kinerja tertentu, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis 

kinerja adalah no performance, no money.  

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya 

mewujudkan good governence dan sekaligus result oriented 

goverment, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya 

diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai 

dengan amanat UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara serta 

berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, 

kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi 

anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran  yang dihitung dan 

disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain 
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dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan 

output dan outcome yang diinginkan masyarakat.  

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam 

kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia 

adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, 

tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Setiap Instansi 

Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key 

Performance Indicators) secara formal untuk tujuan dan sasaran 

strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada  unit organisasi setingkat 

Eselon II/Satuan Kerja/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya 

adalah indikator keluaran (output). Dengan ditetapkannya 

indikator kinerja utama secara formal dalam suatu lembaga 

pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang 

penting diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja 

secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari 

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang 

digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas 

kinerja.  

1.2. Maksud dan Tujuan   

Maksud dari penyusunan indikator kinerja utama pada Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 

adalah untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur 

mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dinas sebagai 

penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan 

kebijakan yang telah ditetapkan.  
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Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini 

adalah:  

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan 

diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara 

baik.   

2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu 

tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk 

perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

 

1.3. Landasan Hukum Penyusunan  

Dalam  penyusunan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 

landasan hukum yang digunakan:  

a. Landasan Idiil yaitu Pancasila  

b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945  

c. Landasan Operasional yaitu:  

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822); 

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
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Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6409); 

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 

tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 
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e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

h. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

k. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten 

Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4889); 

l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

m. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

n. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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o. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 

dan daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1312); 

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 459); 

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 
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t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

w. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 

2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

x. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-

2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 283); 

y. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Tahun 2019 nomor 1 Noreg Peraturan 

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : 1-74/2019, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 
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1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-

2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2021 nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan : 1-84/2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Sulawesi Selatan Nomor 814); 

z. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang  Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 10); 

aa. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan 

Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1); 

bb. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 

2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Selayar Nomor 28); 

cc. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47); 
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dd. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 73 Tahun 2020 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2020 Nomor 521). 
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BAB II 

INDIKATOR KINERJA 

2.1 Definisi Indikator Kinerja 

 

Dewasa ini sistem perencanaan, monitoring evaluasi, dan 

pelaporan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah haruslah berbasis kinerja (hasil, manfaat) bukan 

hanya output saja yang menjadi ukuran. Sehingga dalam rangka 

peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilias kinerja, 

setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja 

utama (IKU) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator 

Kinerja Utama adalah ukuran/ gambaran keberhasilan dari suatu 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Pengertian tentang indikator kinerja sangatlah banyak 

diantaranya: 

 lndikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan 

atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan 

tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur 

perubahan (Green, 1992); 

 lndikator adalah variabel yang rnernbantu kita dalarn 

mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara 

langsung rnaupun tidak langsung (WHO, 1981). 

Sehingga berdasarkan beberapa definisi tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa indikator ialah suatu ukuran yang 

memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan yang 

terjadi baik yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak 

langsung. Indikator juga dapat digunakan sebagai alat untuk 

melakukan perencanaan yang lebih terarah dan sesuai dengan 

kondisi yang ada pada masa yang akan datang. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian atau definisi-definisi di 

atas, maka pengertian 'indikator kinerja' dapat dipahami seperti di 

bawah ini: 

- Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur 

kinerja atau hasil yang dicapai. 

- Indikator kinerja  adalah  ukuran kuantitatif 

dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian 

suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. lndikator 

kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif 

maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk 

menentukan apakah tujuan sudah tercapai. 

- Indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasikan 

terwujudnya kinerja yang diinginkan. 

- lndikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk 

mengetahui perkembangan dalam upaya mencapai hasil. 

- Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif 

yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau 

tujuan yang ditetapkan organisasi. 

Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang 

akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk 

menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap 

perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan 

selesai dan berfungsi. Selain itu, indikator kinerja digunakan 

untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi unit 

kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka 

menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam 

perencanaan strategis. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, 

sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau 
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ketidakberhasilan) kebijakan/program/kegiatan dan pada 

akhirnya sulit juga untuk menilai kinerja instansi unit kerja 

pelaksananya. 

2.2. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja 

 

 Agar suatu proses pembangunan atau kegiatan yang 

dilakukan kinerjanya dapat terdefinisikan dengan baik maka 

diperlukan indikator-indikator yang bersifat jelas dan terukur 

dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka Indikator yang baik 

haruslah memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan 

interpretasi yang berbeda. 

2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi 

secara obyektif. 

3. Relevan,yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan 

diukur menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur. 

4. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. 

 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat 

memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan 

dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan 

sebagai dokumen tolok ukur kinerja utama dalam pencapaian 

target. 

2.3. Tipe dan Jenis lndikator Kinerja 

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi 

menjadi:  

 Kualitatif, menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang) 

 Kuantitatif absolut, menggunakan angka absolut (misal: 30 

orang, 80 unit) 
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 Persentase, menggunakan perbandingan angka absolut dari 

yang diukur dengan populasinya (misal: 50%, 100%) 

 Rasio, membandingkan angka absolut dengan angka absolut 

lain yang terkait (misal: rasio jumlah guru dibandingkan 

jumlah murid) 

 Rata-rata, angka rata-rata dari suatu populasi atau total 

kejadian (misal: rata- rata biaya pelatihan per peserta dalam 

suatu diklat) 

 Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian 

berdasarkan suatu rumus tertentu (misal: indeks harga 

saham, indeks pembangunan manusia).  
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BAB III 

VISI DAN MISI 

a. Visi 

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar 

yaitu :  

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur 

Indonesia.” 

b. Misi  

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan misi-misinya 

sebagai berikut : 

a. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan 

Transparan. 

b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan. 

c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. 

d. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan. 

e. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan. 

f. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Keterkaitan antara visi, misi dan program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan ditunjukkan pada pokok visi “Kepulauan Selayar 

sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia” dengan Misi ke-1 

yaitu “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel 

dan Transparan”; Misi ke-2 yaitu “Meningkatkan Kualitas 

Pembangunan Perdesaan; dan Misi ke-3 yaitu “Meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat”. 
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c. Tugas Pokok dan Fungsi 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 

Tahun 2020 dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar 

Nomor 73 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 521). 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pelaksana 

otonomi daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu 

melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada 

Pemerintah Daerah. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan 

hasil serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang 

pertanian dan ketahanan pangan. 
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Struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 
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BAB IV 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Dalam Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar, Indikator Kinerja Utama (IKU) 

digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana 

keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria 

dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut 

dapat dievaluasi  sejauh mana keberhasilannya. Evaluasi 

keberhasilan tersebut hanya dapat dilakukan jika dalam dokumen 

perencanaan telah dilengkapi dengan seperangkat indikator kinerja 

yang akan mengukur capaian pelaksanaan perencanaan.  

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan 

menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang 

akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian 

setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan 

program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah 

ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah 

direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya 

dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh 

beberapa manfaat, yaitu:  

 Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi 

pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan 

instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan 

fungsi instansi.  

 Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan 

IKU instansi yang bersangkutan.  

 Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang 

memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya 

pelaksanaan tugas dan fungsi. 
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Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan 

pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil 

pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja 

instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan 

evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara 

berkesinambungan.  

Berdasarkan Rencana Strategis  Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021 setelah 

reviu, ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut :  
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

 

1. INSTANSI : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

2. VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia 

3. MISI : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan 

4. TUJUAN : 1 .  Meningkatkan kesejahteraan petani 

d. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat 
5. TUGAS DAN FUNGSI :  a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan  

perkebunan 

b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan 

Ketahanan Pangan 

d. pelaksanaan administrasi Dinas 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya 

 

Tabel 1.  Target Indikator Kinerja (IKS/IKU)  

NO. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
FORMULASI  SATUAN 

KONDISI AWAL 

RENSTRA 2020 

TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI 

AKHIR 

RENSTRA 

2026 
2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1. Meningkatkan 

kesejahteraan 

petani 

Kontribusi sektor 

pertanian 

terhadap PDRB 

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor 

pertanian/perkebunan 

                                              x 100% 

Jumlah PDRB 

% 16,03 16,83 17,16 17,39 17,62 18,04 18,04 

  Kontribusi Sektor 

tanaman pangan/ 

palawija terhadap 

PDRB 

Jumlah kontribusi tanaman pangan 

                                                 x 100% 

Jumlah PDRB sektor pertanian/ 

perkebunan 

% 2,94 3,09 3,28 3,37 3,47 3,60 3,60 
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NO. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
FORMULASI  SATUAN 

KONDISI AWAL 

RENSTRA 2020 

TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI 

AKHIR 

RENSTRA 

2026 
2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  Kontribusi Sektor 

hortikultura 

terhadap PDRB 

Jumlah kontribusi Hortikultura 

                                                 x 100% 

Jumlah PDRB sektor pertanian/ 

perkebunan 

% 0,99 0,99 1,04 1,05 1,06 1,07 1,09 

  Kontribusi Sektor 

perkebunan 

terhadap PDRB 

Jumlah kontribusi perkebunan 

                                                 x 100% 

Jumlah PDRB sektor pertanian/ 

perkebunan 

% 10,99 10,99 11,54 11,66 11,77 11,89 11,89 

  Kontribusi Sektor 

peternakan 

terhadap PDRB 

Jumlah kontribusi peternakan 

                                                 x 100% 

Jumlah PDRB sektor pertanian/ 

perkebunan 

% 1,11 1,17 1,18 1,19 1,20 1,22 1,22 

2. Meningkatkan 

ketahanan pangan 

masyarakat 

Skor Pola Pangan 

Harapan (PPH) 
Presentase Angka Kecukupan 
Energi (AKE) tingkat konsumsi 
dikali bobot setiap kelompok 
pangan yang sudah ditetapkan 

% 79,8 79,87 79,90 79,93 79,97 80 80 
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BAB IV 

PENUTUP 

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021 

diharapkan dapat dijadikan acuan dalam mengukur kinerja pelaksanaan 

program dan kegiatan dinas, sehingga dapat dijadikan dasar dalam 

pembuatan kontrak kinerja yang baik diwujudkan oleh para pejabat sebagai 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan Indikator Kinerja Utama ini 

diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya mengelola anggaran saja, 

akan tetapi pimpinan juga harus mampu menunjukkan serta 

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Mudah-

mudahan Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap 

pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.  

 

 Benteng, 10 Januari 2022 

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN 

KETAHANAN PANGAN, 
 

 

 

Ir. I S M A I L 

Pangkat : Pembina Utama Muda 

NIP. 1963005261995031004 
 

 


